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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Analisis yuridis Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang- Undang Nomor. 36 

tahun 2009 tentang kesehatan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal 

sudah jelas diatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 

diedarkan setelah mendapat izin edar, dan sanksinya pun sudah cukup jelas 

tapi nyatanya di lapangan masih banya yang menjual kosmetik-kosmetik 

tanpa izin edar. Hal ini terjadi karena Kurangnya kesadaran masyarakat selaku 

produsen dan  konsumen dalam menjual dan memakai barang. Produsen hanya 

memikirkan keuntungan saja tanpa memperdulikan bahaya atau efek samping 

yang ditimbulkan dari pemakaian kosmetik- kosmetik tersebut yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan. Hal juga terjadi karena  kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang aturan yang mengatur tentang peredaran produk kosmetik 

ilegal serta perlu adanya sosilisasi hukum dari pemerintah kepada masyarakat. 

2. Penerapan Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor.36 tahun 2009 

tentang kesehatan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas 

Obat dan Makanan lebih tepatnya seksi pemeriksaan dan penyidikan, yaitu 

dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu, tahap preventif dan tahap refresif. 

Pada tahap preventif atau tahap pencegahan Balai Pengawas Obat dan 

Makanan Provinsi Gorontalo sering melakukan operasi rutin, operasi ini 

dilakukan 5 sampai 6 kali sebulan untuk seluruh Propinsi Gorontalo, untuk 
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di Kota Gorontalio dilakukan 1-2 kali sebulan yaitu dilakukan pada 

minggu ke 1 dan minggu ke 4, sasarannya adalah sarana distribusi obat 

dan makanan, pasar-pasar pasar tradisional, toko kosmetik, mini market, 

supermarket, swalayan-swalayan. Operasi ini dilakukan oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, 

Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Tahap selajutnya adalah tahap refresif 

yaitu penegakan hukum. Pada tahap ini di pengaruhi oleh peningkatan 

kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap undang-

undang tersebut. Undang- undang telah di terapkan, namun jika di 

hubungkan dengan kondisi masyarakat saat ini yang tingkat pendidikannya 

masih rendah sekaligus mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya. Serta 

Kurangnya kesadaran masyarakat selaku produsen dan kon konsumen 

dalam menjual dan memakai barang. Produsen hanya memikirkan 

keuntungan saja tanpa memperdulikan aturan yang berlaku. Adanya 

penjualan online yang menjual produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar 

di Badan POM, sulit di lacak oleh Badan POM juga merupakan hambatan 

dalam penerapan pasal 197 jo pasal 106 (1) undang- undang nomor 36 

tahun 2009 tentang kesehatan. Penjual produk kosmetik ilegal yang 

menjual secara online sulit di lacak oleh Badan POM, dalam razia Baan 

POM hanya bisa menemukan penjual produk kosmetik ilegal di pasar, 

apotik, dan supermarket. Sedangkan penjual melalui online sulit di temui. 

Penjualan produk kosmetik ini biasanya di lakukan melalui internet dan di 

berbagai media sosial seperti BBM, facebook, What’s App, instagram dan 

lain sebagainya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
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Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor.36 tahun 2009 tentang 

kesehatan masih belum efektif dilaksanakan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Peneliti mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar 

setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana mengedarkan 

kosmetik illegal ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi 

efek jera kepada para pelaku.  

2. Kepada masyarakat juga diharapkan adanya kehati-hatian 

mempergunakan kosmetik agar tidak menjadi korban penipuan, 

teruatama bagi para remaja wanita. 
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